BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU DALAM RANGHA
ANTISIPASI DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbuang L

Iz,

BUPATI SOLOK,
bahwa dengon  terjadinya  pendemik  Corona Virus
Desease 2019 (Covid-19), telah memberikan berbagai
dampak terhadap kehidupan measyarakat, baik dar
sepi kesehatan maupun dari segl sosial ckonomi
sehinpea harug segera dipulihkan dengan melaleuloan
perubahan prilaku atau menerapkan pola hidup baru
dengan melaksanalan protolel keschatan;
bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) di Provinsi Sumatera Barat sebapai upaya
memutus mata rantai penyebaran Covid-19  telah
beralchir namun  penvebarannya  masih  perlu
diwaspadai dan diantisipasi agar tidak lagi
berlangsung sccara masil dan terus meneris;
bahwa scbagal pedoman agar measvarakat tetap dapat
menjalankan hidup sccara baik denpan melaksanakan
praotokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-
19 maka perla disusun suatu bentuk pola hidup baru
friewy rormall;
bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huraf b dan huruf ¢ perlu

menetapkan Peraturan Bupat lentang Pedoman



Mengingal

Pelaksanaan  Pola Hidup Baru Dalam Rangka
Antisipasi dan Penanganan Corona Virws Desease 2019
di Kabupaten Solok;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Propinst Sumatera Tengah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
MNomor 23);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 (entang Wabah
Penyakit Menular [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomar 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 lentang
Penanpeulangan Bencana [Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 66, Tambahoan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomar 472.3);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lentang
Keschatun  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tabun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negura
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republilk
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5587
sebapaimana  telah  diubah  beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor © Tahun 20135 tentang
Perubahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 58
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20104 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 24932,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
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l_Tl'H:L:aJng-LFm:L:ﬂ'tgr Nomor & Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di  Daerah
(Lembaran Nepara Republik [ndonesia Tahun 19828
Momor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3373 );

Peraluran Pemerintah Num:ﬁr 40 Tahun 1991 tenlang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3447),

Peraturan Pemerintah Nomaor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahon Ihukota Kebupaten Solok dari Wilavah
Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilavah
Kecamatan  COunung  Talang  Kabupaten  Solok
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4447);
Peraturan Penmerintah Nomaor 21 Tabun 2008 tentang
Penyvelengearaan Penanggulangan Bencana (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio
Mamar 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia  Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84877);
Peraturan Persiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penvelenpegaraan Kedaruratan Bencana  Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 34);
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15.

16,

Lot

1 &.

19,

20,

Keputusan Preai:den Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Desease 2019 ({COVID-19), sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 20202 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 [COVID-19);
Keputusan Presiden MNomor 11 Tahun 2020 lentang
Penclapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakal Coronc
Virus Desease 2019 [ COVI L?r -19);

Peraluran Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
teritang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rongla Percepatan Penanganan Corona Virus
Desease 2019 [Covid 19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
lesease 2019 (Covid 19 di Lingkungan Pemerintal
Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan MNomor
HE.01.07 MENKES/260/2020  tentang  Penetapan
Pembatnsan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provingi
Sumaters Barat Dalam  Rangka  Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
Keputusan Menten Resehatan Nomaor
HE.01.07. MENKES /328 /2020 tentang Panduan
Pencepahan dan Pengendalian Corona Virus Desease
2019 (Covid-19) Ditempat Kerja Perkantoran dan
Industri Dalam Mendukung Eeberlangsungan Usaha
Pada Situasi Pandemi;

Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 Bag
Aparatur Sipil Negara Dilingkunpgan Kementerian

Dalam Neperi Dan Pemerintah Daegrah;



Menetapkan

21. Surat Edaran P-.r-h':m::ri Agama Nomor: BE.15 Tahun
2020 lentang Panduan Penvelenggaraan EKegiatan
Keagamaan di Rumah [badah dalam Mewujudkan
Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa

Pandema;

o]
IO

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun
2020 lentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019

{Covid-14) i Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:
FERATURAN BUPATI TENTANE'T PEDOMAN PELAKSANAAN
POLA HIDUP BARU DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI
KABUPATEN SOLOK.

HBAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Balam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ¢

l. Daernh adalah Kabupaten Sololk,

2. Pemerintah Daerah  adalah  Pemerintalh Daerah
Kabupaten Solok,

3. Bupati adalalh Bupati Solok.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat dan
DPRD  dalam penyelengparaan urusan pemerintahan

vang menjadi kewenangan daerah.

.:J'l

. Talanan Kehidupan Baru/ New  Normal/Tatanan
Perilaku  Baru/Tata Budaya Baru/Gaya  Hidup
Baru/Normal Baru, yang selanjutnya- disebut Pola
Hidup Baru adalah suatu kondisi perubahan prilaku
masyvarakat untulk tetap menjalankan hidup secara
normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna
mencegan terjadinva penularan Corona Virus Desease
(Covid- 19},



6. Penerapan atau p:elaksanaan FProtokol keschatan pada
intinyva adalah adaptasi untuk pembiasaan lala cara
beraktivitas schari-hari dengan sering mencuci tangan
pakat sabun  menggunakan  air  mengalir atau
menggunakan pembersih  tangan  (hand  sanitizer),
memakal masker, menjaga jarak (phsical distancing),

serta meniadakan budaya berpelukan dan bersalaman,

=1

Pendudulk  adalah setiap orang yang berdomisili

dan/atau berkegiatan di Kabupaten Solok,

8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga
Megara Indonesia atau badan usaha vang berbadan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah hulkum negara Kesatuan
Republik Indonesia vang melakukan kegiatan dibidang
perdagangan/jasa

9, Pencpak Hukum/Peraturan adalah instansi pemerintah

dan/atau  pemerintabh  dacrah  yang  melaksanakan

penegakan  hukum/peraturan antara lain  Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Tenlara Nasional Indonesia,

kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong

Praja, Dinas Perhubungan dan Aparal Perlindungan

Masyarakat Nageri,

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagal pedoman bagi
masyarakat untule dapat kembali menjalankan pola hidup
baru  cdengan  melaksanakan protokal kesehatan guna
memuius mata rantal wabah Corona Virmus Disease 2019
(Covid-14).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. Menormalkan  kembali  segala aspek  kehidupan
masyarakat balk dari segi kesehatan maupun sosial
ekonomi serta mengantisipasi risike wabah Corona Virus
Desease 19 (Covid 19] dengan melaksanakan protokol

keschatan:



{1+

b. Mengembalikan I{éper:ayaan dinn masyarakat melaln
perubahan prilala dengan menerapkan pola hidup baru
dalam beraktivitas;

. Menumbuh  kembangkan  kreativitas dan  inovasi
masyarakat guna melahirkan terobosan baru di bidang
keschatan dalam pencegahan penyebaran Corona Virus

Disease 2019 [Covid-19);

Pasal 4
Ruang linglup Peraturan Bupati ini meliputi ¢
a. pelaksanaan pola hidup baru;
b. hak dan kewajiban penduduk;
¢, pemantauvan, evaluasi dan pelaporan;
d. pembiayaan; dan

e, sanlksi.

BAL I
PELAKSANAAN POLA HIDUF BARU

Bagian Kesalu

Urnium

Pasal 5

(1] Dalam upaya memutus meala rantal penularan Covid-19
perlu dilalkksanalkan pola hidup baru dengan menerapkan
protokol kesehatan dan gerakan masyarakar melalai pola
hidup bersih dan sehat (PHBS).

(2] Pelaksanaan pola hidup baru sebapaimana dimalksud
pada ayal (1], vailu memberikan kesempatan kepada
masyarakal untuk tetap melakukan aktivitas seperti
biasa letapt dengan pembatasan tertentu, vang meliputi:
a. aktivitas pendidikan dan pelatihan;

k. aktivitas sosial budaya;
c. aktivitas pariwisats;

d. aklivilas perkantoran pemerintahan;



e. aktivitas lcegiata;'l keagamaan di rumah ibadah;

f. altivitas pasar;

2. aktivitas tempat kerja dan tempat usaha; dan

h.aktivitas  penggunaan  moda transportasi untuk
pergerakan orang dan barang.

{3) Selama pelaksanaan pola hidup baru setiap orang wajib:
a. melalkukan cucl tangan secara teratur dengan sabun

dan  air mengalir atau  menggunakan  pembersih
tangan (hand sanitizen serta melaksanakan gerakan
masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat,

b, mengeunakan masker dan menjaga jarak (physical
distancing) paling sedikit dalam renltang 1 {satu) meter
pada saat diluar rumah; dan

¢. Meniadakan budaya berpelukan, bersalaman dan
berjabatan tangan secara bersentuban  langsung
kecual dengan anggota keluarga int,

(4] Betiap orang, pimpinan  unit lkerja, kepala sekolah,
pemilik usaha, pengurus rumah ibadah dan pengelola
pasar atou penanggungiawab kegiatan sosial ekomoni
lainnye vang mengetahul atau menemukan adenyn orang
dengan landa/geala terpapar covid-19 seperti suhu
tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sakit
tenggorokan atau sesak nalas supaya segern melaporkan

kepada pusat pelayanan kesehatan terdekal,

Bapian Kedua

Alctivitas Pondidikan dan Pelatihan

Pasal &

(1} Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas
kegiatan di sckolah dan lembaga pelatihan diaktifkan
lkembali dengan menerapkan protokol keschatan,

{2} Protokol keschatan di sekolah dan lembaga pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:



3]

(]

a. sekolah dan ]ermhaga pelatihan wajib menvediakan
sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir
di setiap kelas dan mangan lainnva;

b. setiap orang yang berada dilingkungan sekolah dan
lembaga pelatihan wajib memakai masker;

€. sekolah dan lembaga pelatthan wajilb meneraplan
physical distanong dilingkungannya;

d. pihak sckolah dan lembaga pelatihan wajib
membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan
setelabh  proses helajar mengajar. Khusus untuk
fasilitas yang sering dipegang dengan tangan scperb
handel pintu, meja, keyboard dan lainnva
dibersihkan dengan disinfelctan;

v, pthak sekolah dan lembaga pelatihan wajib
melakukan pemeriksaan suhu tubuh warga sckolah
dan lembaga pelatihan  sebelum  proses  belajor
mengajur dengan  Thermogun, Apabila  ditemulkan
dengan  suhu  diatas 37,5 "C, maka tidak
diperkenankan memasuki lingkungan scloluh dan
lembagn pelatihoan;

[, membudayakan etika batul/bersin [Lutup mulut
dan hidung dengan lengan atas bagian dalam]; don

. seliap orang yvang memilikl gejala demam, batual,
pilek, diare, sakit tenggorokan atau sesak nalas
dilarang  memasull lingkungan  sckolah  dan
lembaga pelatihan,

Pelanggaran terhadap protokol keschatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), maka kepala sekolah

dan/atau  pimpinan lembaga pelatihan  dikenakan
sanlkst  administratif sesual denpan  ketentuan
perundang-undangan dan  diawasi oleh Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan,

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta

pelayanan administrasi sekolah dan lembaga pelatihan

vang merupakan kKewenangan Daersh  selama
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(1)

(2]

pemberiakuan pola hidup barn diatar lebih lanjut oleh
Peranglkat Daerah yang melaksanakan urusan
pendidilkan.

Bagian Keliga

Alctivitas Sosial Budaya

Pasal 7

Selama pernberlakuan pola hicdup baru, maka terhadap
aletivitas  kepiatan  sosial  budava  scperti pesta
pernikahan, ritual  adat,  khitanan, pemakaman
dan/atau takeiah kematian, seni budaya, halal I
halal, reunian, kegiatan politik, olahraga, hiburan,
akademik dan kegiatan sosial budaya lainnya yvang
sifattiva menghimpun  banyak  orang  dapat
dilaksanalan kembali dengan meneraplan  protokol
kesehatan,

Protokol  kesehatan pada  kegintan  sosial  budayva

sebagaimana dimalksud ayat (1) meliputi :

a, panitin/ pelaksana wajib. menyediakan  sabun  dan
tempat cuel tangan dengan air mengalir di setiap
lokasi/ tempat kegiatan,

b.setinp orang yang berada di tempat kegiatan wajib
memalkaol masker,

e, setiap orang wajib menerapkan physical distancing di
tempal kegiatan;

d. panilia/ pelaksana wajib membersihkan sarana dan
prasarana sebelum dan setelah kegiatan,

e, panitia/pelaksana  wajib  melakukan  pemeriksaan
suhu tubuh peserta kegiatan dengan Thermogun,
Apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 "C,
maka tlidak diperkenankan memasulki hngkungan
alctivitas sosial budaya; dan

{. membudayakan etika batulk/bersin [tutup mulut dan

hidung dengan lengan atas bagian dalam).
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(3]

(4

(1]

Pelanggaran I:::rharda.p protokol kesehatan schagaimana
dimaksud pada ayeLl (2], maka ketua
panitia/pelaksana dikenakan sanksi  administratil
sesilal dengan ketentuan perandang-undangan oleh
Perangkat Daerah yvang melaksanakan urusan sosial
budaya dan/atau Camat, Wali Nagan dan Kepala
Jorong,

Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta
pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan
Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur
lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanalkan
urusan sosial budava dan/atau mengkoordinasikan

urusan soesial budaya.

Bogian Keempat

Alclivitas Pariwisalo

Pasal &

Selama  pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas

kegiatan  pariwisata vang  meliputi  pengelolaan

destinnsi wisata dan usnha pariwisata (hotel, home

stay/ penginapan, restoran/ rumah makan, karaole

dan  lain-lain  dapat diaktifkan kembali dengan

mencraplkan protokel keschatan,

Protokol  kesehatan pada  kegiatan  pariwisata

schagnimana dimalesud pada ayat (1) meliputi |

#, pengelols wajib menyediakan sabun dan tempat
cuet  langan  dengan air mengalir di | setiap
kegiatan;

b. setlap orang vang berada di lokasi destinasi wisala
dan usaha pariwisata wajib memakai masker;

¢, sellap orang walh  mencrapkan  physical
distancing di lokasi destinasi wisata dan usaha
pariwisats;

d. penpelola  wajil membersihkan sarana  dan
prasarana di lokasi destinasi wisata dan usaha

pariwisata secara herkala;
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14)

(L)

]

e. pengelola wa:jib melakukan pemeriksaan suhu
tubuh wisatawan dan masvarakat yang datang
nerkunjung ke lokasi destinasi wisata dan usaha
pariwisata dengan Thermogun, Apabila ditemukan
dengan  subu  diatas 37,5 °C, maka tdak
diperkenankan masuk ke dalam lokasi destinasi
wisata dan usaha parwisala; dan

. membudayakan etika batuk/bersin {(tutup mulut
dlan hidung denpan lengan atas bapgian dalamy.

Pelanggaran terhadap protokol keschalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), maka pimpinan destinasi
wisata dan  usaha  panwisala  dikenakan  sanksi
administratil sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan oleh Perangkat Dacrah yvang melaksanakan
urusan pariwisata.

Tekmis pelaksanosan dan  evaluasi  kegiatan  serta
pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan

Dacrah selama pemberlaluan pola hidup boaru diatur

lebib lanjut oleh Perangleat Dacrah vang melalsanalan

urusan pariwisata.

Bogian Kelimo
Aletivitas Perkantoran Pemerintahan

Pasal 4

Selama  pemberlakuan  pola  hidup  bara, aktivitas

kepiatan perkantoran pemerintahan yang meliputi

kantor Perangkat Daerabh, kantor Kecamatan dan
kantor Pemerintahan Nagari beroperasi kembali secara
normal dengan menerapkan protokol kesehatan,

Protokol keschatan pada  kepiatan  perkantoran

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. setiap  kantor Perangkat  Daerah, kantor
Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari wajib
menyediakan sabun dan tempat cuci tangan
dengan air mengalir di setiap kantor;

> B |



|

d.

bi.

setiap n::urangr vang berada di lokasi kantor
Perangkat Daerah, kanlor Kecamatan dan kantor
Pemerintahan Nagari wajib memakai masker;
setiap  orang  wajib  menerapkan  physical
distancing di lokasi kantor Perangkat Daerah,
kantor Kecamatan dan kantor Pemernmtaban
Napgar;
seliap  aparatur  Perangkat Daerah, aparatur
Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan Nagar
wajib menjaga kebersihan sarana dan prasarana
kanlor secara berkala,
setiap Perangkat Daerah, Kontor Kecamalan dan
kantor Pemerintahan Nagari wajib  melakukan
pemeriksaan  suhu tubuh o aparatur dan
masyarakat yang dilavani dengan  Thenmogun,
Apabila ditemulkan dengan suhu diatas 37,5 °C,
maka tidek diperkenankan masuk ke dalam
kKantor,
membudavalean etika batuk/bersin (lutup mular
dan hidung dengon lengon atas bagian dealem).
Kepala Peranpgkat Daernh, Camot don Wali Nagar
memberikan  kebijakan  bekerja  dirumah  bogi
aparatur dan/atau  perangkat, apabila  yang
bersangloatan:
] memiliki gejala demam, batule kering kesulitan
bernalas atau gejala lain terkait Covid-19
2) memiliki riwayat kontak dengan penderita
pasitif, QDP maupun PDP,
3) berasal dari zona merah atau eplcentrer
penyebaran Covid-19,
Setiap kantor Perangkat Daerah, kantor Kecamatan
dan kantor Pemerintahan Nagari harus memasang
PUSAN-PesAn kesehatan terkait antisipasi
penanganan Covid-19 di tempat strategis atau

mudah dialkses.
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[<H)

(1)

2)

Pelanggaran Lﬂrllﬂ:ilap protokol kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka kepada kepala
Perangkat Daerah dan Camat dikenakan sanksi
administratif cleh Bupati, bagi kepala unit kerja
Perangkal Daerah di tingkat Kecamalan dikenakan
sanksi oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan bagi
pimpinan Pemerintahan Nagari dikenakan sanksi oleh
Camal sesual dengan Kelentuan peraluran perundang-
undangan.

Teknis  pelaksanaan  den evalussi  kepialan  serta
pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan
Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur
lebily lanjut oleh Peranglat Daerah sesual tugas dan

funpgsi masing-masing.

Bagian Keenam

Aktivitas Kegiatan Reagamaan di Rumah [badah

Pasal 10

Selama  pemberlakuan  pola  hidup  bara,  aklivites

kegiaton keagamaan di rumah ibadah berupa ibadah

shalat berjemaah atau kegiatan keapamaan int dapat
dialktifltan  kembali dengan melaksanakan protokol
keschatan,

Pengaklfan kembali keglatan keagamaan di rumah

ibadah sebapaimana dimaksud pada ayal (1), wvailu

setelah penpurus rumah ibadah  memperoleh Surac

Keterangan Rumah lbadah Aman Covid-149 dari pejabatl

yvang berwenang:

a. Bupari selaku Kema Gugus Tupgas Kabupaien
setelah berkoordinasi dengan Forum Komunilasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk ramah
itbadah  vang  berkapasitas daya tampung
besar/banyak dan  mayoritas  jamaah  atau
penggunaannysa berasal dari laar

kawasan /lingkungannya; dan



(2]
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Camat selaln Ketua Gugus Tugas Kecamatan
setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi
Pimnpinan Kecamatan (Forkopimeam), untuk rumah

ibadah yang tidak termasuk ke dalam hurud a.

Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di

rumsah ibadah sebagaimana dimaksud pada avalb (1)

mehiputi

£l.

setiap rumah ibadah wajib menyediakan sabun
dan tempat cucl tangan dengan air mengalir;
setiap orang vang berada di area rumah ibadah
dan/atau di tempat tertentu  wajib  memakai
masker;

selinp orang vang akan melaksanokan sholal di
rumah ibadah supaya membawa alat kelenglapan
Badah masing-masing,

setinp  orang  wajib menerapkan phaysiond
distancing di lokasi ramah ibadah, kecuali dalam
pelaksanaan shalat berjema’nh;

pengurus  rumah  ibadah  wajib - membersihkan
sarana dan prasarana ibaduh sceara berkala;
pengurus  ramah  ibadah  wajib  melakukan
pemeriksaan subu tubuh setiap jemaah dengan
Thermogun dipintu  masuk pguna memastikan
semua pengguna rumab ibadah dalam  koendisi
sehat, Jika ditemukan jemanh dengan  subu
diatas 37,5 “C, maka tidak diperkenankan masuk
ke dalam rumah ibadah.

mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa
mengurangl ketentuan kesempurnaan ibadah;
pengarus rumah ibadah wajlb membuat surat
penyataan  kesiapan  meneraplan  protokol
kesehatan yvang diketabui oleh Wali Nagari dan
disampaikan kepada yang berwenang untulk
memperoleh Surat Keterangan Rumah |badah
Aman Covid-19;
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(3]

(1)

[2)

1. Pengurus r;_lmL-Lh ibadah  wajib  memasang
himbauan penerapan protokol kesehatan di area
rumah ibadah pada tempat yang mudah telihat;

j. Jemaah dilarang berdiam lama di dalam atau di
arca rumah ibadahb selain untuk kepentingan
1tbadah wajib; dan

k. Pengurus memberlakukan penerapan protolkol
kesehatan secara khusus bagl jemaah lamu vang
datang dari luar lingkungan mamah ibadah.

Pelanggaran terhadap protokol keschatan scbagmimana
dimaksud pada ayvat (2), meks Kkepada pengurus
rumah  ibadah dan/atau jemaah dapat dikenakan
sanksi  administratif oleh pejabat, instansi/lembaga
yvang berwenang sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.

Teknis pelaksanoan dan  evaluasi kegiatan  serla
pelavanan administrasi yang merupaken kewenangan

Dacroh sclama pemberlakuan pola hidup barua diatur

lebih  lanjut  oleh  Perangkat  Daegrah  dan/atau

instansi/lembaga vang berwenang sesuai tugas dan

[ungsi masing-masing,

Boagian Ketujuh
Aktivitas Pasar

Pasal 11
Selama  pemberlakuan pola hidup  barg, aktivitas
kegiatan perekonomian di pasar beroperasi kembali
secara normeal dengan penerapan profokal Kesehatan,
Protokol kesehatan pada kegiatan perekonomian di
pasar schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
a. sellap pasar wajnb menyediakan sabun  dan
rempart cucl tangan dengan air mengalir di setiap
pinfia masulk dan keluar;
b, setiap orang yang berada di lokasi pasar wajib
memakal masker dan menjaga jarak  (phsyoeal

distancng),
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£ pcngumsfpei‘zgc!ﬂla pasar wajib  melakukan
penyemprotan lokasi pasar dengan disinfektan
schan sebelum han pasar;

d. pengurus/pengelala  pasar wajib  mengatur
penempatan lapak pedagang dengan menerapkan
slandar physical distancng di lokasi pasar,

e, pengurus/pengelola  pasar  dapal  melakukan
pemeriksaan suhu tubuh bagl setiap orang yvang
beraktifitas di pasar dengan Thermogun, Apabila
ditemukan dengan suhu diatas 37,5 *C, maka
tidak diperkenankan masuk ke dalam pasar; dan

f. Membudavakan etika batul/bersin/bersin {tutup
mulut dan hidung dengan lengan atos bagian
dalam).

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan scbagaimana
dimaksucl pacla avat {2}, malka kepada
pengurus/ pengelolo  dikenakon  sanksi  administratif
oleh pejabat yang berwenang sesunl dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegialan serta
pelavanan administrasi yvang merupakan kewenangun
Daerah selama pemberlakuan pola hidup bara diatur
lebih lanjut oleh Peranglkat Daerah vang melaksanakean
urusan perdagangan dan/atau VAN
mengkoordinasikan urusan perdagangan,

Bagian Kedelapan

Aktivitas Tempal Kerja dan Tempat Usaha

Pasal 12
Selama pemberlalkuan  pola hidup barmi, akfivitas
kegiatan di tempal kerja dan tempat usaha seperti
pada mini market, toko, kedai/lapau, bank, koperasi,
bengkel dan tempat kegiatan aktifitas ekonomi lainnya
vang sifatnya melayani  banyak orang dapat
dioperasionalkan  kembali  secara  normal  dengan

melaksanalkan protokol kesehatan.

17
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Protokol kcs.ehat;;n pada kegiatan tempat kerja dan
tempal usaha sebagmimans dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. selap pemilik/pengelola tempat kerja dan/fatau
tempat usaha wajib menyediakan sabun dan
tempat cucl tangan dengan air mengalir;

b. setiap orang yvang berada di lokasi lempal kerja
dan lempatl usaha wajib memalial masker;

c, setiap  orang  wajib  menerapkan  physical
distancing di lokasi tempat kerja dan tempat
usaha;

d. pemilik/pengelola tempatl kerja dan/atau lempal
usalia wajib membersihlkan sarana dan prasarana
kerja dan usahanya secara berlkala

e pemilik/ pengelola lempal kerjo dan/atau tempat
usaha dapat melakukan pemeriksaan suhu tubub
bagt pekerja dan pengunjung dengan Thermogun.
Apabila cditemukan dengan suhu dialas 37,5 “C,
maka tidak diperkenankan masuk ke dalam
tempat kerja dan tempat usaha;

[,  membudayalian etika batule/ bersin/berain (futup
mulul dan hdung dengan lengan atas bagian
dalam); dan

g. Setiap karvawan yang demam, satau memiliki
gejala penyakit terkait Covid-149 dilarang berada i
arca lempal kerja dan lempal usaha,

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana

dimaksud pada yeLl (2], maka ltepada

Pemilil/pengelola tempat kerja dan tempal usaha

dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang

berwenang  sesual  dengan  ketentuan  perundang-

undangan,
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{4) Teknis pclaksané.an dan evaluasi kepiatan serta

{1}

(2]

pnelayanan administrasi yang merupakan kKewenangan
Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur
lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan
dan/atau Perangkat Daerah yvang mempunyal (Ugas

dan fungsi mengkoordinasikannya.

Bagian Kesembilan
Aktivitas Penggunaan Moda Transportasi

Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13

Selama pemberlakuan pola hidup  baru,  aktivitas

kegiatan  penggunaan  maoda transportasi  untuk

perperakan orang dan barang wajib melaksanakan
protokol kesehatan

Protokel kesehatan pada kegiatan pengeunann moda

lransporiasi untuak pergerakan orang dan  barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

. selap  pengeuna moda transportasi untuk
pergerakan orang dan barang wajib membersihkan
tangan dengan sabun dan alr mengalir atau
pembersih tangan (hand saritizer);

b, setiap  pengeuna moda  transportasi untuk
pergerakan orang dan barang wajib memakai
masker;

c. membalasi jumlabh orang maksimal 50% (lima
puluh persen| dar kapasitas kendaraan dengan
menerapkan physical distancing kecuali dengan
angpota keluarga inti;

d. pemililk/pengelola  moda  transportasi  untuk
pergerakan orang dan barang wajib membersibkan

kendaraan setelah selesai digunakan;

15
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e. pemilik/pengelola  moda  transportasi  untuk
pergerakan orang dan barang dapat melakukan
pemeriksaan suhu tubuh bagi pengguna dengan
Thermogur,

f. tidak berkendaraan jika sedang mengalami gejala
suhu tubuh diatas normal, batul, pilek, diare dan
salkif tengoorokan atau sesak nafas: dan

g, membudayvakan etika batuk/bersin/bersin (tutup
mulut dan hidung dengan lengan atas bagian
dalam).

[3) Pelanpggaran terhadap protokol kesehatan sebapaimana
dimaksud pada ayat (2}, malka kepada
pemilik/ pengelola moda transportast untuk pergeralan
orang dan barang dikenaltan sanksi administratif oleh
pejabat yvang berwenang sesuai denpan Kelentuan
perundang-undangun,

(@) Teknis pelaksanaan dan  evaluasi kegiatan serta
pelayanan administrasi yang merupakan kewennngan
Daerah selama pemberlakuan pola hidup bara diatur
lebih lanjut oleh Peranglkal Dacrah vang melaksanalian

urusan perhubungan,

BAL 1
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDRUK

Pasal 14
Selamn pemberlakuan pola hidup baru, setiap penduduk di
wilayah Kabupaten Solok mempunyvai hak vang sama
untulk:
a. mempercleh perlakuan dan pelayanan dar Pemerintah
Daerah, Kecamatan dan Nagari,
b, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai
kebutuhan medis:
c. mempercleh data dan informasi mengenai Covid-19,
d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan

terkait Cowid-19: dan

e =
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(1]

(2]

(3)

r r
pelayanan ambulan, pemulasaraan dan pemakaman

jenazah Covid-19dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 15

Selama pemberlakuan pola hidup baru, setiap penduduk

di wilayah Kabupaten Solok wajib:

a. mematithi seharuh ketentuan di dalam pelaksanaan
pola hidup baru;

b, ikul serta dalam pelaksanaan pola hidup baru; dan

c. menerapkan gerakan masyarakat melalui pola hidup
bersih dan sehat (PHES).

Dalam hal penanganan Cowid 19, seliap penduduk wajil

a. mengikull festing <dan pemeriksaan sampel untuk
Covid-19 dalam  penyelidikan epidemiologl  fecontoact
tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh
Pelligans;

b, melakulean isolasi mandiri di lempeat tinggal dan/atau
shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai
rekomendnasi tenaga kesehatan; dan

c. melaporkan kepada tenaga lkeschatan apabila  din
sendiri don/amu keluarganya werpapar Covrel-19.

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus mengikuti petunjulke teknis yang ditetapkan

oleh  Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

keschatan,

BAB IV
KERJA SAMA PELARKSANAAN POLA HIDUP BARLU

Pasal 16

(1) Untuk pelaksanaan pola hidup baru, Pemerintah Dacrah

dapat melakukan kerja sama dengan berbapai pihak
sesual  dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan yang belaku.

-



(2) Kerja sama 5&1}1=1rgaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. dultungan sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;
c. data dan informasi; cdan

¢, jasa dan/atau dukungan lain,

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1] Pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan pala hidup baru
dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan
antisipasi dan penanganan Covid-19,

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimona dimaksud puda
avat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamaton
dan Nagari melalui  monitoring  dan  pemeriksaan
lkelapangan secara berlkule,

(3) Keberhasilan pelaksanaan pola hidup baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarlcan pado Jriteria:

a, menurunnya  jumlah kasus  Covid-19%  dan
sebarnnnnyi;

b, kemudahan akses pemenuhan kebutubhan dasar
denpan harga vang layvak; dan

¢, dava beli masyarakal mulai membaik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18
Biayva vang timbul dalam rangka pelaksanaan pola hndup
baru di Kabupaten Solol dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan/atau
sumber lain yvang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

g
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BAB VII
SANKSI]

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pola hidup bara
dapat dikenakan sanksi administratif oleh Perangkat
Dacrah dan Penegak Hukum /Peraturan sesuai tugas dan
kewenangan masing-masing,

(2) Sanksi administralil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa ;
a. teguran lisan;
b, teguran tertulis;
¢. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentilkan

pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau

d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangan.

Pasal 20
Selain  penerapuan sanksi  administratil  sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 19 avat [2), Penegalk
Hukum/Peraturan dapat  menerapkan kewenangannyo

sesual dengun ketentuan peraluran perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUPR

Pasal 21
Petunjuk  teknis  atau  petunjuk  pelaksanaan  atas
pemberlalian Peraturan Bupafi ini oleh Perangkat Dacrah
sesual tugas dan fungsi masing-masing ditetapkan paling

lambal & Jum 2020,



Pasal 22
Peraturan PBupati ini mulai  berlaku  pada tanggal

diundangkan.

Apgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangarn Peraturan Bupali ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditelapkan di - Arosulka
pada tangeal 3 o JA00

Divndangkan di Arosuka
pada tangeal 3 Juw ACAD
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN H'E.}I.E_}I{.

": " e
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